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LAMPIRAN

Lampiran 1. Transkip Wawancara
Transkip wawancara dengan Pemerintah Desa Rawajaya

Informan : Kepala Desa, Bendahara Desa dan Ketua BPD

1. Informan : Bapak Martoyo selaku Kepala Desa Rawajaya
1  Pertanyaan Siapa yang melakukan Penatausahaan?
Jawaban

2 Pertanyaan

3

Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

: Penatausahaan dalam bidang APBDes itu koordinator,

koordinator jadi kita membentuk suatu tim dalam tim
pembentukan APBDes, pembentukan APBDes kan
RKPDes dulu iyaa minggu depan APBDes kaya gitu,
jadi kita punya tim kaya gitu mba.

: Apakah bendahara melakukan proses pencatatan

APBDes mengenai pengeluaran dan pemasukannya

secara tertib?

: Dilakukan secara tertib apalagi sekarang sistemnya

bukan sistem tunai loh mba, sekarang kan CMS ya, jadi
bendahara sama sekretaris sekarang itu tidak
diperkenankan memegang uang tunai, jadi pembayaran
pun lewat CMS, baik nominal kecil maupun besar itu
lewat CMS iyaa untuk pertanggungjawabannya ya
sesuai dengan apaya namanya perintah kita, kalau kita

mengijinkan untuk di approve untuk dikeluarkan.

: Bagaimana bendahara mempertanggungjawabkan uang

yang digunakan?

: Iyaa untuk pertanggungjawabannya ya sesuai dengan

apaya namanya perintah kita, kalau kita mengijinkan
untuk di approve untuk dikeluarkan ya itu sudah
menjadi tanggungjawab dari kepala desa, dan semua

pertanggungjawaban ada di kepala desa mba,
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Pertanyaan

Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

bendahara desa itu bisa mengeluarkan anggaran itu

tanpa ada ijin dari kepala desa itu ga berani.

: Kepada siapa laporan realisasi pelaksanaan APBDes di

sampaikan?

: Realisasi dilaporkan ke kepala desa, jadi koordinator

kita membahas terkait RKPDes dan APBDes nanti
dilaporkan terkait dengan rencana pembangunan yang
akan datang lalu dilaporkan kepada kabupaten melalui

camat.

: Apa saja yang dilaporkan saat laporan semester

pertama?

Jadi koordinator kita membahas terkait RKPDes dan
APBDes nanti dilaporkan terkait dengan rencana
pembangunan yang akan datang lalu dilaporkan kepada
kabupaten melalui camat, untuk semester pertama ya
sesuai dengan JUKNISnya, jadi kita pengeluaran
semester pertama itu dalam bidang apa infrastruktur

atau apa gitu kan dilaporkan

: Kapan batas akhir pelaporan realisasi pelaksanaan

APBDes semester pertama?
Jadi sesuai dengan pengeluaran untuk batas terakhir
APBDes untuk semester pertama itu setiap 3 sampai 4

bulan sekali.

: Kapan batas akhir laporan tahunan disampaikan?
. Batas akhir laporan tahunan itu akhir tahun

: Apakah laporan pertanggungjawaban dilaporkan setiap

tahun secara rutin dan tertib?

Secara rutin dan tertib iya..

: Apa saja isi dari laporan pertanggungjawaban realisasi

pelaksanaan APBDes?

: Ya untuk isinya terkait dengan apa yang telah
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10

11

12

13

Pertanyaan

Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

dilaksanakan oleh istilahnya dari pemerintah desa
dalam arti ee.. apa namanya laporan keuangan ataupun
dari kasi pemerintah ataupun yang membidangi bagian

tersebut gitu loh mba..

: Apakah laporan  pertanggungjawaban  realisasi

pelaksanaan APBDes ditetapkan oleh Pemerintah?

: Untuk laporan pertanggungjawabannya itu sesuai

dengan apa namanya apa yang sudah tercantum
didalam APBDes dan tidak bisa dilanggar, jadi harus
mengikuti apa yang sudah ditetapkan..

: Apakah ada papan pengumuman terkait kegiatan yang

sedang dilaksanakan?

Setiap ada kegiatan pasti ada e.. banner tempat
pengumuman terkait dengan kegiatan yang sedang
dilaksanakan dan penyampaian informasi laporan

realisasi.

: Melalui siapa laporan realisasi dan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes yang

disampaikan kepada bupati/walikota?

: Dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan

APBDes disampaikan melalui dari pemerintah desa

lewat kecamatan lalu ke kabupaten atau bupati..

: Apakah laporan realisasi dan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBDes disampaikan kepada masyarakat?

: Dan iya laporan tersebut juga disampaikan secara

transparan kepada masyarakat, jadi kita biar gaada
dusta diantara kita hehehe gitulah yaa, jadi kita
kepengennya ya pemerintahan yang transparan kaya
gitu mba, dan disini juga ada website juga mba buat
publikasi tentang APBDes tersebut tapi belum

maksimal karena faktor sdm sih mba..
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14  Pertanyaan

Jawaban

15 Pertanyaan

Jawaban

16 Pertanyaan

Jawaban

: Apakah lembaga desa yang terdiri dari BPD, LPMD,

serta masyarakat dilibatkan dalam tahap perencanaan

yang diawali dengan Musrengbangdes?

: BPD, LPMD iya diikutsertakan tokoh masyarakat juga

dilibatkan dan untuk keterlibatannya ya..

: Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mengikuti

Musrengbangdes? Apakah bisa dikatakan aktif/pasif?

: Bisa lebih dari 50% jadi ya aktif lah iya karena sekitar

70%, 60%, 80% bahkan untuk saat ini umpamanya ada
kegiatan apa kadang karena pertanian sudah mulai sih
kadang orangnya lebih berat kepada pekerjaannya dia,
tapi yang jelas para kadus, rw, rt pasti hadir

: Apakah setiap adanya rapat evaluasi baik dari kegiatan

fisik maupun nonfisik juga selalu melibatkan lembaga

desa seperti masyarakat?

: Untuk keterlibatannya ya.. dan untuk saran dan kritik

saat evaluasi pasti selalu melibatkan..

2. Informan : Bapak Sukiman selaku Bendahara Desa Rawajaya

1  Pertanyaan

Jawaban

2 Pertanyaan

Jawaban

Siapa yang melakukan Penatausahaan?

: Yang melakukan penatausahaan tentang keuangan desa

maksudnya? Penatausahaan adalah bendahara desa
dibantu oleh tim pelaksana kegiatan pengelola
keuangan desa, jadi kita satu tim satu unit tim yang tak
terpisahkan satu sama lain dan saling berkaitan tapi

fokus pengadministrasian itu ada di bendahara.

: Apakah bendahara melakukan proses pencatatan

APBDes mengenai pengeluaran dan pemasukannya

secara tertib?

: Dan insya Allah kita sudah laksanakan sesuai dengan

ketentuan yang ada walaupun belum sempurna banget

69



3 Pertanyaan

Jawaban

4  Pertanyaan

Jawaban

5 Pertanyaan

Jawaban

6 Pertanyaan

Jawaban

7  Pertanyaan

Jawaban

karena memang regulasinya kita mengikuti regulasi
yang selalu dinamis, kita sudah upayakan saya susun

itu saya kasih judul masing-masing

: Bagaimana bendahara mempertanggungjawabkan uang

yang digunakan?

: Dan kita mempertanggungjawabkan sesuai dengan

bidang tugas tupoksi saya selaku Bendahara tentunya
mendasari regulasi yang ada, salah satunya adalah
perdes APBDes itulah yang harus kita laksanakan, jadi
kita mempertanggungjawabkan sesuai dengan regulasi

yang ada melalui laporan pertanggungjawaban.

: Kepada siapa laporan realisasi pelaksanaan APBDes di

sampaikan?

Tentunya kita laporkan kepada kepala desa melalui
atasan kita sekdes, karena bendahara merupakan staf
dari sekretaris desa sehingga kita laporkan melalui

koordinator melalui sekde gitu

: Apa saja yang dilaporkan saat laporan semester

pertama?

: Yang kita laporkan semester pertama adalah tentunya

berupa buku penatausahaan antara lain buku kas umum,
buku laporan pajak, buku bank yang tentunya dilampiri
dengan bukti-bukti belanja yang ada.

: Kapan batas akhir pelaporan realisasi pelaksanaan

APBDes semester pertama?

: Untuk batas realisasi tentunya mengacu kepada momen

semesteran setiap 6 bulan sekali, jadi maksimal itu ya

tanggal 30 Juni itu sudah kita laporkan.

: Kapan batas akhir laporan tahunan disampaikan?

: Dan untuk batas akhir laporan tahunan harus sesuai

dengan ee... apa namanya hari kerja sesuai dengan
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10

11

Pertanyaan

Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

tahun anggaran adalah 31 Desember..

: Apakah laporan pertanggungjawaban dilaporkan setiap

tahun secara rutin dan tertib?

: Iya itu harus, jadi kita laporkan setiap akhir tahun

secara rutin dan tertib, dan itu berupa laporan judulnya
itu LKPPD kepada bupati dan kepada masyarakat yang
diwakili oleh BPD, itu kita beri utusan kepada wakil
BPD sebagai laporan pertanggungjawaban akhir tahun

itu..

: Apa saja isi dari laporan pertanggungjawaban realisasi

pelaksanaan APBDes?

: Tentunya isi laporan tersebut merupakan laporan

realisasi tindak lanjut dari program anggaran
pendapatan dan belanja desa ya tentunya adalah tidak
jauh dari regulasi yang sudah tertuang didalam
APBDes baik pendapatannya, belanjanya itulah isi

laporannya..

: Apakah laporan  pertanggungjawaban  realisasi

pelaksanaan APBDes ditetapkan oleh Pemerintah?

: Dan laporan pertanggungjawaban itu ditetapkan oleh

perdes, perdes laporan pertanggungjawaban itu kita ada

perdes di Kasi Umum dan Perencanaan.

: Apakah ada papan pengumuman terkait kegiatan yang

sedang dilaksanakan?

Setiap kita laksanakan selalu ada, ah kemudian kasi kita
kasi kesra yang melaksanakan kegiatan fisik
pembangunan biasanya itu ada papan pengumuman
seperti disana ada nominal, target waktu, sumber dana
itu sudah ada untuk ah yang informasi yang dipublikan
sebagaimana bisa dilihat itu tentang APBDes anggaran

pendapatan dari berbagai sumber yang ada dari PAD
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12 Pertanyaan

Jawaban

13 Pertanyaan

Jawaban

dari bank-bank kabupaten, banprov, pusat, bisa ADD
nah itu kita publikasikan lewat media dan kita pasang
ditempat yang strategis seperti didepan sebagai media
bentuk  keterbukaan dalam  melaksanakan e..

penyelenggaraan pemerintah desa.

: Melalui siapa laporan realisasi dan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes yang

disampaikan kepada bupati/walikota?

: Kalau laporan realisasi dan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBDes dibuat secara tertulis berupa

peraturan desa itu disampaikan bupati lewat camat.

: Apakah laporan realisasi dan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBDes disampaikan kepada masyarakat?

: Laporan itu disampaikan ke masyarakat melalui

perwakilan BPD dan mestinya memang harus juga
ditayangkan dalam website desa sehingga bisa dilihat
bisa diakses oleh masyarakat desa kita cuma
kemampuan pengelola websifenya masih banyak perlu

belajar dan adaptasi begitu..

3. Bapak Isfangin selaku Ketua BPD Desa Rawajaya

1 Pertanyaan

Jawaban

2 Pertanyaan

: Apakah ada papan pengumuman terkait kegiatan yang

sedang dilaksanakan?

: Untuk kegiatan yang dilaksanakan ya ada ada ada

biasanya kita melaksanakan bukan kita ya.. saya selaku
warga masyarakat itu melihat ketika contoh ada
peningkatan infrastruktur e.. ngecor misal atau ada
pengaspalan atau pengerasan itu ada volume, panjang,
ketebalan itu ada.. ya dari pemerintah desa

melaporkan..

: Apakah laporan realisasi dan pertanggungjawaban
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Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

pelaksanaan APBDes disampaikan kepada masyarakat?

: Untuk mengetahui informasi pengelolaan APBDes

tersebut karena ada beberapa macam profesinya jadi
melibatkan satu desa rawajaya itu pasti tidak semuanya
mengetahui, ya kita selaku rt mengetahui dari struktur
lah rt, rw, linmas, kadus dan tokoh masyarakat insya
Allah mengetahui tentang APBDes desa rawajaya gitu
mba, untuk informasi terkait APBDes ya dana yang
dikelola oleh desa itu buat banner atau papan informasi
di ruang pelayanan ada terus kemarin sebelum ada
rehab di depan balaidesa juga ada.. desa juga punya
web namun belum terkelola dengan baik, karena faktor
ya kembali lagi sdm, jadi ya berupaya desa itu
mempunyai medsos lah kalau ga ya web agar bisa

diakses masyarakat..

: Apakah lembaga desa yang terdiri dari BPD, LPMD,

serta masyarakat dilibatkan dalam tahap perencanaan

yang diawali dengan Musrengbangdes?

: Ya.. untuk lembaga itu dilibatkan

: Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mengikuti

Musrengbangdes? Apakah bisa dikatakan aktif/pasif?

: Dan keikutsertaannya bisa dikatakan aktif karena kita

dari pemerintah desa atau pemerintah desa rawajaya
dalam e.. menggali aspirasi atau keinginan masyarakat
dengan sebelum menjadi APBDes itu melakukan upaya
yaitu baik dari LPMD, BPD serta masyarakat hal-hal
apa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai
pelayan publik dari pemerintah desa ya dari kita
mengakui tidak semua mencapai target apalagi
rawajaya rentan dengan e.. bencana baik banjir terus e..

pohon tumbang lah
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5 Pertanyaan

Jawaban

: Apakah setiap adanya rapat evaluasi baik dari kegiatan

fisik maupun nonfisik juga selalu melibatkan lembaga

desa seperti masyarakat?

: Dan untuk kegiatan fisik dan non fisik ya.. melibatkan

yang fisik kalau yang non fisik e.. berdasarkan
berdasarkan muatannya, jadi kalau memang itu
masalahnya bisa di handle oleh pemerintah desa itu ya
cukup oleh pemerintah tanpa melibatkan, setau saya

seperti itu..

4. Bapak Sarimun selaku Warga Desa Rawajaya

1 Pertanyaan

Jawaban

2 Pertanyaan

Jawaban

3 Pertanyaan

Jawaban

: Apakah lembaga desa yang terdiri dari BPD, LPMD,

serta masyarakat dilibatkan dalam tahap perencanaan

yang diawali dengan Musrengbangdes?

: Ya dilibatkan, sebagian ada yang dapet undangan

sebagian tidak..

: Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mengikuti

Musrengbangdes? Apakah bisa dikatakan aktif/pasif?

: Ya selalu mengikuti dan bisa dikatakan aktif

: Apakah setiap adanya rapat evaluasi baik dari kegiatan

fisik maupun nonfisik juga selalu melibatkan lembaga

desa seperti masyarakat?

:  Ya melibatkan mba, kalau non fisik ga ikut..

5. Bapak Lasikin selaku Warga Desa Rawajaya

1 Pertanyaan

Jawaban

2 Pertanyaan

: Apakah lembaga desa yang terdiri dari BPD, LPMD,

serta masyarakat dilibatkan dalam tahap perencanaan

yang diawali dengan Musrengbangdes?

: Biasanya iya.. kaya pak kadus, pak sarimun itu

dilibatkan kalau ada musyawarah..

: Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mengikuti
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Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

Musrengbangdes? Apakah bisa dikatakan aktif/pasif?

. Ya aktiflah

: Apakah setiap adanya rapat evaluasi baik dari kegiatan

fisik maupun nonfisik juga selalu melibatkan lembaga

desa seperti masyarakat?

: Ya pasti menerima mba, kalau ada masukan-masukan

ya diterima baik sama pemerintah desa..
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Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara

1. Kepala Desa

2. Bendahara Desa
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Ketua BPD

3.

Warga Desa Rawajaya

4.
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Lampiran 3. Balaidesa Rawajaya

PEMERINTAL Kag(

Pﬂ'ﬁmm.

78



Lampiran 4. Infografis APBDes tahun 2024

ANTAH DESA RAWAJAYA
CAM ANJ BANTARSARI
U TENF CILACAP

INFOGRAYFIS
APBDes 2024

PENDAPATAN 2024

1. Pendapatan Asli Desa (PADes) Rp. 648,450,000
E 2. Dana Desa (DDs) Rp.1,587,002,000

3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP/BHR) Rp. 134,825,000
i 4. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 667,757,500
5. Bantuan Keuangan Provinsi (BPP) Rp. 455,000,000

6. Bantuan Keuangan Kabupaten (BPK) Rp. 399,921,190

g 7. Pendapatan Lain-lain (DLL) Rp. 3,898,400 i
Jumlah Pendapatan Rp. 3,896,854,090

BELANJA 2024

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Rp. 1;657,391 ;50 i

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 1,451,838 290

3. Bidang Pembinaan Masyarakat Rp. 218,102 300

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 147,034 7«5—-00-—_.

Rp. 432 150 GBS

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, Dan Mendesak
Jumlah Be!an}a

PEMBIAYAAN 2024

1. Penerimaan Pembiayaan

2. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 14,663,686
Pembiayaan Netto Rp. 5,000,000
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Lampiran 5. Sosialisasi Pelaksanaan Pembangunan Desa

[IMETZY
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Lampiran 6. Daftar Riwayat Hidup

Frila Nurkhofifah panggilan frila dilahirkan di Kota Cilacap
pada tanggal 26 Juli 2003 dari pasangan Bapak Marmin dan
Ibu Fatonah. Peneliti adalah anak pertama dari dua bersaudara.
Peneliti sekarang tinggal di Rawajaya RT 02 RW 07, Kec.
Bantarsari, Kab. Cilacap, Jawa Tengah. Pendidikan yang

ditempuh oleh peneliti yaitu TK Islam Al Husaini, SD Negeri
Rawajaya 08 lulus pada tahun 2015, SMP Negeri 2 Kawunganten lulus pada
tahun 2018, SMK Boedi Oetomo 2 Gandrungmangu lulus pada tahun 2021 dan
pada tahun yang sama peneliti terdaftar sebagai mahasiswa program S1 Akuntansi
Fakultas Sosial, Ekonomi, dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama

Purwokerto dan lulus pada tahun 2025.
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